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LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN : 2005 NOMOR : 05

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR   05 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2002  TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16
Tahun 2004;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kota Bandung, maka diperlukan upaya berupa penambahan modal
disetor yang jumlah nilai rupiahnya senantiasa berubah-ubah sesuai dengan
kebutuhan untuk memenuhi CAR minimal 8 %, dan untuk itu dipandang perlu
dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam     huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2387 Jo. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2901);



2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Jo.
Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2004;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;


